BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas,
serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS SERTA
TATA KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BENGKALIS.




S BABI S
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

L Dalam Peréturan Bupat1 1n1 yang dlmaksud dengan
R T \V,Daerah adalah Kabupaten Bengkahs hae

g l"fj"é.;-Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs | ‘

k "é;'jfiKepala adalah Kepala Satuan | Pollsl Pémbhg :P;‘ajé | ‘" i
' ‘_';,Kabupaten Bengkahs : : ﬁ o

4 Satuan adalah Satuan Pohsl Pamong Pra_]a Kabupejlten
: '.Bengkahs - o |

Sekretaris adalah Sek_retarls Satuan POllSl Pamong P_raja= =
Kabupaten Bengkalls ‘ I

Car

_ kj6.f"Sekretar1at adalah Sekretarlat Satuan Pohs1 Pamong Pz'aja
Kabupaten Bengkahs j :

B -7 Umt Pelaksana Teknis yang selan_]utnya dlsebut UPT adalah
- “Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong P‘ra_]a

'f7yang Melaksanakan keglatan teknis opcrasmnal dan / atau R

-..v.

e ’4keg1atan tekms penun]ang tertentu L SR

BAB II

KEDUDUKAN' 5 e

Pasal 2

| '(1)"-'Satuan PO]ISI Pamong Pra_la merupakan unsur pelaksaha" _‘ :

‘urusan pemermtahan yang menjadl kcwcnangan daerah;’.

& 7 <"(2)"Satuan POllSl Pamong PraJa sebagaJmana -yang dlmaksudv

o »]awab kepada Bupatl melalul Sekretarls Daerah

i ; BAB III .
: SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 3

(1})_" Susunan Organlsa81 Satuan PO]lSl Pamong PraJa, terdiri

- pada’ ayat ay berkedudukan * dibawah' dan ' bertangg‘_hng e



S b Sekretarlat terd1r1 dan

= € Bldang Ketentraman Ketertlban Umum dan Penegak 5

' f :'Bldang Llnmas, terdln dan e
o = h Kelompok Jabatan Fungsmnal
@

e fTUGAs DAN FUNGSI SERTA URA[AN TUGAS

i ‘ 3) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan

.. 2) Seksi Pendidikan dan Pelatlhan Aparatur dan

d. Bldang Kes1agaan terdm dan
s 1) Sek31 Pengamanan, =

g 3) Seks1 Kewaspadaan Dml i

_ . 2) SCkSl Penegakan dan 7; e E el
D 2) Seksi Bina Potensl Masyarakat dan ;

g Unlt Pelaksana Teknls, dan £ el

_b Bag1an Susunan Orgamsam Satuan pthl Pamong ﬁ :
Sebagannana ‘yang - tercantum " dalam lammran,
i merupakan baglan tldak terplsahkan dan Peraturan ini. !

‘. 1) Sub Baglan Penyusunan Program, ;
. ' 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

B c B1dang Pemblnaan Masyarakat dan Aparatur terdln darij: S

- 1). Seks1 Pembmaan dan Penyuluhan Masyarakat

‘ 3) Sek31 Tlndak Intemal

- 2) Seksi Pengawalan; dan' .

Peraturan Daerah terdlrl darl ’

1) Sek31 Operasmnal

o 1) SCkSl Data dan Informas1

3) Seks1 Moblhsas1 meas

BAB IV

o :, Baglan Kesatu

Pasal 4
- Kepala mempunya1 tugas membantu Bupat1 melaksanakan

S 'urusan pemerintahan yang men_]adl kewenangan daerah dan LR
. tugas pembantuan dlbldang ketentraman dan ketertlban‘ e N
- umum (PO]ISI Pamong Praja) LR SEE :




)

f _pclaksanaan tugas-tugas la_m yang dlberlkan oleh Bupatlybi‘i: :

> produk hukum daerah

Sekretariat mempunya1 ' tugas . pokok - memimpin,
’mengkoordlnamkan dan mengendahkan tugas-tugas - d1b1dang L
pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang . mehputl TR

. ng_4_‘ =

Kepala dalam pelaksanaan tugas sebagmmana dlmaksud pada .
ayat (1) menyelenggarakan fungs1 !

- a. pelaksanaan proses penyusunan peraturan perundang—'

“undangan serta kegiatan pemblnaan dan penyebarluasan X

';b.,pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP‘ B

termasuk pejabat negara dan tamu negara,

C. pelaksanaan pengamanan dan penertlban aset yang bell:um'
_ teradministrasi =~ sesuai dengan kctentuan perundang-_ :
~ ‘undangan yang berlaku N ‘ L

cd. pelaksanaan pengamanan dan penertlban penyelenggaraan .

pemlhhan umum dan pemlhhan umum kepala daerah

e, pelaksanaan pengamanan dan penertlban penyelenggariaan R
_ kerama1an daerah dan atau keglatan yang berskala massal S

E ‘sesuau dengan bldang tugasnya

Bagiaﬁxeaﬁa L
SEKRE’I‘ARIAT
Pasa15 ;'”- S

pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan

B - anggaran, . pengelolaan keuangan, perlengkapan, Umum dan B

a. ‘l‘penyusunan rencana program, cvaluam dan pelaporan,

' c.,’fpelaksanaan admmlstrasx keuangan dan perlengkapanf A

L er 'pelaksanaan urusan hukum organlsas1 dan hubun‘géin: SRS Rt

R Kepegawalan

(2)

n .‘jSekretarlat dalam melaksanakan tugas pokok Sebagalmana g "f
DU dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs1 e EEE

" b. pelaksanaan adm1n1stra31 kepegawalan dan rurnah tangga R

o Satuan Pohs1 Pamong Praja, [

I
1

serta penataan aset

: d. ”pelaksanaan urusan surat menyurat kearSIpan dan‘ R

g dokumentas1 dan hubungan masyarakat

: rnasyarakat




o .f.';‘pelaksanaan pengkoordmaman penyelenggaraan tugj' s;{ Sy
i f.ff,;ltugas Bldang, dan il T S R

g pelaksanaan tugas—tugas laln yang dlbenkan oleh Kepala N
ol Satuan P011s1 Pamong Praja : e R |
(3) :usunan OrgamsaSI Sekretanat terdm dan REIEAY o

Ca 'Sub Bagian Penyusunan Program, -
‘ b ‘Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan r
e Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan o

Pasal 6" o

(1) Sub Baglan Penyusunan Program mempunyar tUgas
menylapkan bahan bahan - blmbmgan kebljakan, pedoman,
. dan petunjuk ‘teknis serta layanan dlbldang penyusunan 3

RS program sesuai dengan ketentuan yang berlaku i S

S, (2) ;UraJan Tugas tersebut pada ayat (1) scbaga1 berlkut ; i e N

L a.’{ merencanakan keglatan Sub Baglan Penyusunan Program‘i r :
L qberdasarkan data: kegiatan tahun sebelumnya dan . sumber BB RN
~. data yang ada’ sebaga1 bahan. untuk melaksanakan keglatan :

./ sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang telah e
Fiins dltetapkan, S e : | .

e ‘b.ﬂ,ﬁ,menghlmpun dan : mempela_]al‘l peraturan perundang- SRR
- ~undangan kebl_]akan ‘teknis, pedoman dan petunjuk tekms o
. serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tug S e
L Sub Baglan Penyusunan Program, T e SR

s ,f‘c.;]{ mencari, - mengumpulkan, R menghxmpun," »
" 'mensistematisasikan dan mengolah data serta menganallsa SRR
f‘.':j:rdata dan 1nformas1 yang berhubungan dengan ‘tugas Sub‘ RS
' Bagian - Penyusunan ' Program sebagal kerangka e
j'acuan/ pedoman penyu "unan ”'“program dan ‘: anggarani

f;j,.d.‘»_»‘gmengmventansu S permasalahan permasalahan 'yang £
. berhubungan dengan tugas ~Sub - Bagian Penyusunan Tt
-+ Program ‘serta menylapkan bahan-bahan dalam rangkad'

. 1jpemecahanmasalah S T : { N R

Sl g,.ve,-:f"’menylapkan bahan penyusunan kebljaksanaan, pedoman
i’dan petunjuk teknls dlbldang penyusunan program, R

e melakukan koordmam dan smgkromsasx keglatan derlxgan
X}

3 ";;Bldang dan satuan kerja perangkat daerah terka1t lalnnya, Lot S




,<L"

g 'mengkoordmlr penyusunan dan pembuatan Rencana Ker_]a e
- Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU) Rencana

Kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) :dan :

 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan by

“‘,

“f;‘Akuntablhtas Kinerja Instan51 Pemermtah (LAKIP); -

 h. melakukan koord1nas1 dan konsulta31 dengan 1nstanéi
“terkait dalam ‘rangka pemngkatan pengelolaan urusan’.

penyusunan program, perencanaan dan anggaran,

i melakukan koordxnam dan smgkromsam keglatan antara
- aparatur dan pubhk untuk menghmdan teljadmya duphkas1
: keglatan _ : _ ;

j. menghxmpun dan menylapkan RKA serta mengkoordmlr

~ proses pembahasan dengan mstansx terkalt sampal men_]adl X

: ."‘DPA

i

blk.i menyusun kelengkapan admlnlstra81 guna melaksanakan :
~  kegiatan ~ Tahunan “berupa petunjuk ‘ operas1onal e
‘penun]ukan pejabat pelaksana teknis  kegiatan |dan ‘

it i dokumen kontrak dan menylapkan rev181 (perubahan) Dli)A

'l'i : mengupay akan Anggaran Pendapatan Belanja Dalerah S
- perubahan (APBDP) guna menampung ‘usulan program. e
pembangunan yang mendesak yang tldak dlrenc an akan

© 7 sebehumaya; LT

i friv;:ébi.jmemberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekre‘tans Bt
< tentang langkah langkah atau tmdakan yang perlu dla;nbll‘ e

dlbldang tugasnya

n mémbuat laporan pelaksanaan keglatan : SUb Baglan':":‘f"
Penyusunan Program - sesuai’ dengan data yang :ada S
*“ berdasarkan kegiatan yang telah dllakukan o 'ntuk""j'; e

Fa f-f_dlpergunakan sebagal bahan masukan bagl atasan, dan ||

o melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Sekretans"."ff:"'f"f

. baik secara: tertulis maupun lisan' sesuai ‘dengan bid 'l
L 'tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas P
Sekretanat : . :

Pasal 7" o

(1) Sub Baglan Umum “dan Kepegawalan mempunya1 tugas

T menylapkan bahan- bahan blmblngan, ‘kebijakan, pedoman,_
" dan ' petunjuk teknis serta layanan ° dibidang umum dan' A

’ kepegawalan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku




(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

Coa.

Baglan ‘Umum - dan Kepegawa1an -sebagai kerangka S

L pegawa1 sesua1 dengan kebutuhan Satuan, BT Ii

';'membenkan, b
tentang langkah langkah atau tlndakan yang perlu dlambll S Liopy
d1b1dang tugasnya S R g s \
: ‘membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Baglan ’[ ata
':Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan keglatan i
. yang ‘telah dilakukan untuk dlpergunakan sebagal bahan R
T masukan bag1 atasan, dan s : | b ’

. mcrencanakan keglatan | Sub Baglan - Umum : dan [N Rt
: .‘Kepegawalan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya E
- dan - sumber data .yang ‘ada sebagaJ ~bahan un{uk e
= melaksanakan * kegiatan sesuai dengan o peraturan'

perundang—undangan yang telah dltetapkan, T T R l S

‘ menghlmpun : !dan mempelajarl " peraturan perundang? LA
' undangan kebljakan teknis, pedoman dan petun_]uk tekmsr Ve
" serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas R e
o Sub Baglan Umum dan Kepegawalan, FOS ) , ;{ SERER SR

‘ ‘mencari, mengumpulkan, - menghimpun, A
» ‘men31stemat1sas1kan dan mengolah data serta mcngana_hsa L

data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub

B .acuan/ pedoman penyusunan rencana keglatan ST lj :
. - S o
-“mengmventansu permasalahan—permasalahan :; yang S

R berhubungan dengan ‘tugas Sub  Bagian - Umum dan : R
R -Kepegawalan serta menylapkan bahan bahan dalam rangka‘-*” SRR

,.‘i:‘;jmengarahkan dan V'mendlstrlbusﬂ{an ‘stirat masuk dan'"
R j,,keluar sesuai dengan kepentlnga\” dan‘permasalahannya,

permmtaan ' forma81 : pegawa1 hngkup -

Satuan, ,.t‘;dan mény1apkan konsep petunjuk penyusunanv“‘ v L
':"formas1 pegawa1 pegawai sebagai- perencanaarn kebutuhan' S S

1

. mengatur urusan rumah tangga dmas, menata kemdah}an
dan kebemlhan kantor, serta keamanan hngkungan kantor 5

. melakukan pengelolaan perpustakaan, kear31pan dmas dan S
i melakukan pendokumentasmn keglatan Satuan, N

_'melakukan :'tugas dlbldang hukum, 'f orgamsas1 dan s
e tatalaksana serta hubungan masyarakat Rt O EE R

i

fsaran dan perumbangan kepada Sekreta'risf ‘-

.*':.-_melaksanakan tugas lam yang dlbenkan oleh Sekretans

- baik secara tertulis ‘maupun lisan sesuai dengan bldang

Sl ‘tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pf da -
.,Sekretanat o e SRR :




(1) Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan mempunyal tugas L

m nylapkan ‘bahan-bahan blmbmgan, ‘kebijakan, pedoman, L
- dap petunjuk teknis serta layanan dlbldang keuangan. dan_ S
'. perlengkapan sesua1 dengan ketentuan yang berlaku ‘

(2) U11a1an 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

: a.‘ ,merencanakan keglatan Sub Baglan Keuangan dan
. Perlengkapan  berdasarkan data.  kegiatan tahun SRR N
- sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan U

" untuk melaksanakan keglatan sesuai dengan peraturan B

f'perundang—undangan yang telah dltetapkan, R | :

Sbo menghlmpun dan mempela_]an peraturan perundang— SR
Vi undangan kebljakan teknis, pedoman dan petunjuk tekms '

" serta bahan-bahan lamnya yang berhubungan dengan
e ‘tugas Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan, ; 1

e mengumpulkan menghxmpun
i -;;mensmtemahsamkan ‘dan mengolah ~data serta
S menganahsa data dan informasi yang berhubungan L
Vdengan tugas - Sub Baglan Keuangan dan - Perlengkapanv‘. e
" “sebagai’ kerangka acuain/ pedoman penyusunan rencana ﬂ :

X ‘gf‘fmenglnventarlSIr perrnésalahan—permaSalahan ' yang W
©© berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan ’
'+ Perlengkapan serta menylapkan bahan-bahan dalam‘ o
ket rangka pemecahan masalah B _ |
Ce. E1f,_:’1'ne1'1g\.1sulle;'¢:u'1 : kepada Sekretans : tentang penun_]ukan Rl
... bendahara * pengeluaran | pembantu bendahara =
L f"f,pengeluaran penylmpan barang, pengurus barang dan"."

o i‘?fr}pembantu pengurus barang, R SRR _;I:
.'J"melakukan pengawasan, pengendahan dan mengevaluasr e
‘"terhadap kmerja ‘bendahara pengeluaran, pembantuj'
» bendahara pengeluaran penylmpan barang; pengu'rus

barang dan pembantu pcngurus barang, RS TR

g ,melakukan pengawasan pengendahan dan mengevaluasxﬁ et
~_terhadap  kinetja bendahara pengeluaran, ‘ pembantu. Sl
bendahara pengeluaran penylmpan barang, - pengurus, B
barang dan pembantu pengurus barang, i DR | COERE

: h melakukan pengawasan terhadap mventarls barang se;rta e -
PEEE ‘membuat  Kartu Inventaris . Barang (KIB) dan membuat" “
i Lg,.Kartu Inventans Ruangan (KIR), a




Y

i melaksanakan pengelolaan admlmstrasx keuangan yang
" mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kétja i
- sukarela/kontrak, insentif PNS, melakukan usulan .
kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, '

" membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan,
- evaluas1 dan laporan keglatan keuangan dmas ‘ 3
i mengatur perlengkapan kantor, penataaan | t!i(an SRl

. pengamanan aset, tlndaklan_]ut ‘LHP, ganti rug1 serta,

.. proses - admmlstras1 perjalanan dlnas ~ pegawai sesuai ’
petunjukatasan, SR ETE oAb

- k. ’memberlkan saran ‘dan’ pertlmbangan kepada Sekretans - S
B sebagal bahan masukan untuk penentuan kebljakan lebih

: 1. f:Membuat laporan hasﬂ pelaksanakan tugas Sub Baglan_ff‘;f_ S
- Keuangan  dan Perlengkapan sebaga1 bahan“ S
pertanggung]awaban, dan S [ . : :

Coom. melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Sekretans o
- baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bldang‘ SRR kI
. tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan méas; Mo ek

pada Sekretanat L] I R R

. o Baglan Ket1ga TR e Ll e
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DAN APARATUR AR

(1) Bldang Pemblnaan Masyarakat dan Aparatur mernpunyeu |
oo tugas o memimpin, ‘merencanakan, penyusunan, R s
fm'elaks‘anakan, mengkoordmlr, S mengevaluasx ~dan RO
o mengendallkan ‘tugas- tugas - dlbldang pemblna'an“_- RN St
'masyarakat dan aparatur e R R i
L (2) Bldang Pemblnaan Masyarakat dan Aparatur dalam";"f_
P T melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayata;(l)
_,ig‘ menyelenggarakan fung31 S RPN

an Vpenyusunan rencana dan program dlbldang Pembmaél_n =
ni 'masyarakat dan aparatur : B I

e b pelaksanaan perumusan kebljakan ‘dan pemblna!an- S
.7 teknis dlbldang pemblnaan masyarakat dan aparatu'r; '

= .'c:'."'-:_:’;pelaksanaan ‘ monltonng, g evalua51 dan pelaporf‘ant»i;“_ :
L ‘dlbldang pembmaan masyarakat dan aparatur, ' i

d pelaksanaan pengkoordmasmn keglatan dlbldang g
Rt pemblnaan masyarakat dan aparatur, dan = SR IR

e f‘b"."pelaksanaan tugas tugas lam yang dlbenkan o)eh
i Kepala ‘ . |




" ”"'71"””:(.].”)'1‘5vSekSI Pendidikan ‘dan Pelatlhan Aparatur mempunya1 tugas}; .

(3) Bldang Pemblnaan Masyarakat dan Aparatur terd1r1 dar1 | o
. Sek81 Pemblnaan dan Penyuluhan Masyarakat |

b Seksi Pendidikan dan Pelatlhan Aparatur, dan
Sek31 deak Internal : e S

Pasal 10

(1) Sek31 Pemblnaan dan Penyuluhan Masyarakat mempunya1 SR LT
- “tugas menylapkan bahan perumusan. kebljakan, pedoman dan .
.~ pembinaan  teknis yang berhubungan ~ pembinaan 'dan : ‘

,penyuluhan masyarakat sesuau dengan ketentuan yang' o

( berlaku h : : 5 : T ;

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

R a. ’ menylapkan keglatan blmblngan dan penyuluhan masalia}ij— s

&.:‘masalah strategis yang. berkaltan dcngan ketcrtlban umum; e
dan ketentraman masyarakat L PR e e

S ‘b. :menylapkan keglatan blmbmgan dan penyuluhan masalah'-; ‘ .

.. masalah startegis A yang berkaitan dengan penegakan”_'-"”
S :;}Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah i -f

e ‘menylapkan blmblngan dan penyuluhan masalah—masalah
i ,’startegls yang berkaltan dengan perlmdungan masyarakat

| d melaksanakan momtonng, evaluas1 dan pelaporan dalam
' rangka penyelenggaraan blmblngan dan penyuluhan kepada-,_f Sk
’w*masyarakat dan PR : SR o S

. :'i» e. ‘kmelaksanakan tugas tugas laJn yang dlbenkan oleh chala P g hh
: ~_;._B1dang N U T LR | :

« Pasal 1 1

B meny1apkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan - L
- pembinaan teknis’ yang berhubungan pendidikan dan pelatJhan R R oy
s aparatur sesua1 dengan ketentuan yang berlaku ‘ . o

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut o ¥ ‘ EVEL

a merencanakan dan melaksanakan keglatan pendldlkan dan
pelatlhan dasar anggota satuan; e |

b Emerencanakan dan melaksanakan keglatan pendldlkan dan':” L ;
5 '-‘__fpelatlhan lan_]utan anggota satuan P Al

*.";_k’vjc"".;f(merencanakan dan melaksanakan keglatan pendldnkan dan <
. pelatihan kemampuan operasmnal lapangan anggota .
”*_qfsatuan'"'-«' e i 1 [E




,__“‘.'1'1_ '

d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendldlkan' dan
' 'pelatlhan lainnya yang dibutuhkan oleh anggota Satpol PP

sepanjang ’udak bertentangan dengan ketentuan yang

: berlaku

€.. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala |
Bldang . i

Pasal 12

(1) SCkSl T1ndak Internal mempunya1 tugas menyiapkan bahan‘ i
perumusan kebljakan pedoman dan pembinaan teknis yang ‘

berhubungan tlndak 1nternal sesua1 dengan ketentuan yang o

) vberlaku o G ST
(2 »Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal berlkut

1 a. .melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap anggo.ta'. r
3 pada waktu apel masuk dan apel pulang kantor, - A

: b. melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap anggota 2.1’5', 4

: yang dltugaskan dllapangan

c. melakukan pemantauan dan pengecekan anggota ylang e

bertugas pada pengamanan rumah dlnas jabatan dan

- kantor,

s d. lmelakukan pengecekan absen81 masuk dan pulang kanti r, IRERER S,

el melakukan monltormg dan evaluas1 serta pemblnaan L

o terhadap anggota yang memlhkl masalah dalam tugas;

£ ’menenma 1aporan masyarakat dan keluhan masyarak at
S tentang prllaku anggota dllapangan yang t1dak pos1t1f B

.8 membenkan ‘ sank81 ‘lisan. maupun tulisan terhad;atp' .
S anggota sesua1 dengan tlngkat kesalahann}"il B

’ “h. : Amelaksanakan tugas-tugas laln yang dlbenkan oleh Kepala.f'f-"f‘*”‘ e

sy o Bldang

Baglan Keempat

;BIDANG KESIAGAAN |
Pasal 13 SR

(1) Bldang KCSIagaan “mempunyai tugas Pokok memlmpln,

- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordmasi ¥
o kan dan mengendahkan tugas dlbldang kesmgaan o




(2) Bldang Kes1agaan dalam melaksanakan tugas sebaga;mén‘a-’f
dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungs1 |

a. ‘penyusunan rencana dan program ch Bldang Kesxagaané |

b. pelaksanaan perumusan kebl_]akan dan pemblnaan tekms

b‘ dlbldang kesxagaan, o

e ‘fpelaksanaan momtorlng, evalua81 dan pelaporan dlbldang G

o d. pelaksanaan ' pengkoordlnasmn : keglatan dibidang

‘ kesxagaan dan R

' . e:": pelaksanaan tugas—tugas lam yang dlbenkan oleh Kepa._a. f ‘,:
(3) Bldang Ke31agaan terd1r1 darl G |

‘a. Seksi Pengamanan, i
~b. Seksi Pengawalan; dan"
c. Sek31 Kewaspadaan D1n1

Pasal 14

(1) Seks1 Pengam‘anan mempunyal tugas menylapkan bahan

perumusan kebijakan, pedoman dan pembmaan teknls dan D
~ layanan - yang berhubungan pengamanan - sesuai dengan,f*?f*"' N

S _ketentuan yang ‘berlaku. ; !
- (2’) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

'a melaksanakan pengamanan dan penjagaan rumah dmas g 5 s

E l]abatan Bupatl Wakll Bupatl Sekretarls Daerah

b, melaksanakan pengamanan dan penjagaan aset daerah L

yang dalam pengawasan tertentu; . -

’-‘/'c.'v:melaksanakan pengamanan aset daerah terhadap aksi B

Pl unjuk rasa/ demonstrasx

: d melak ranakan momtorm G alua51 | terhadapf"f_
e pelaksanaan ‘pengamanan - ‘dan’ penjagaan pada | rumah‘

‘dinas )abatan, gedung—gedung m111k pemenntah daerah' \::}_j_,

L dan aset

Ty _ e. membenkan ‘saran dan pertlmbangan kepada Kepala: W

» Bldang Kesmgaan tentang langkah langkah atau tlndakan =

o . yang- perlu diambil baik secara tertulis maupun llsan‘; 3

‘ _;sebagal altematlf plhhan dalam pengambllan keputusan| ,

- 1 -melaksanakan tugas tugas lam yang dlbenkan oleh Kepalav : L

Bldang




| (2),« UraJan ’l‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

| ‘ d. melaksanakan penggunaan data dan 1nforma31 yang dapatk

| ‘.?:Q.Lf_kf.‘:‘"melaksanakan tugas. tugas lam yang dlbenkan 'oleh Kepa‘laj
’“".“‘,'Jg;.-.:Bldang P L LT

L ,' g ketentuan yang berlaku

(1) Sek31 Pengawalan mempunya1 tugas rnenylapkan bahanf B
perumusan kebijakan, pedoman dan pembmaan teknis dan =
layanan - yang bcrhubungan pengawalan sesuai dengan S

L ketentuanyang berlaku ‘ e : o

- a. melaksanakan pengawalan Kepala Daerah dan pejabat '
R lalnnya ‘ ; ‘ : ;
b menyelenggarakan pengawalan ‘perjalanan/ k'unjuhgl; S
~ dinas Kepala Daerah/Pejabat Daerah tamu VVIP termasiik‘ e
pe]abat negara dan tamu negara. g e : |
‘c. melaksanakan monltormg dan : evalua31 bélakéanaan\_ e
pengawalan, R e s e

' dlpertanggung )awabkan dalam » pelaksanaan keglata‘n Bl

‘ "‘s.irikrc‘niis"aSibj;’f dengan >

o e.“'., melakukan koordlna31 dan
protokoler, dan o ol

| j Seks1 Kewaspadaan D1n1 mempunya1 tugas menylapkan bahan" b et
- perumusan. kebljakan, pedoman dan pembinaan teknis da:n
' layanan yang berhubungan kewaspadaan dini_ sesuai dengan e

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut e

a menyampalkan hasil analisis data': dan’ infbrmaSI terkl‘{ii s
kepada atasan sebaga1 bahan perﬁmbangan pengambllan R
keputusan, S : o

1 b. ‘menylapkan data base dan updatlng 31stem mformausi B
- profile wxlayah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga_ =
| _I'(RW),; . .

c ; menyelenggarakan pemetaan v (mapmg) wilay' ah /faw%n I i)
. potensi ter_]admya masalah ketentraman dan ketertlban :
u’umum, ‘ _

- d. membenkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala N SR T

.~ Bidang Kesiagaan tentang - langkah langkah atau tlndakan ol e
¢ yang ‘perlu “diambil baik ' secara tertulis maupun hsan',

el sebagal alternatlf plhhan dalam pengambllan keputusan,




e. melaksanakan tugas tugas lain yang dlbemkan oleh Kepala o
Bldang ’ : e 1o

BaglanKehma v R . '

 BIDANG KETENTRAMAN 'KETERTIBAN UMUM DAN PENEGAK | L
- PERATURAN DAERAH T L

Pasal 17 '

(1) Bldang Ketentraman Ketertlban Umum dan Penegak'
" Peraturan  Daerah = mempunyai . tugas memlmpm,
- merencanakan, - penyusunan, - melaksanakan,
mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan tugas- ‘
tugas dibidang ketentraman ketertiban | umum dan penegak 4
peraturan daerah |

(2) Bidang Kctentrama.n Ketertiban Urnum “dan’ Penegﬁk, ST
Peraturan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana - Rt e
dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fung51 [

o f'a. "?penyusunan rencana ' dan program dlbxdar‘xg’ “»,i{a %
e i ;ketentraman ketertlban umum dan penegak peraturan
M_f'ffdaerah T L P e L e

b pelaksanaan perumusan kebljakan dan pemblnaﬁrﬂif”v,
- teknis ‘dibidang ketentraman ketertlban umurn dan’
S penegak peramran daerah LR R T O RS

o c pelaksanaan : momtormg, _ evaluam dan Pelaporéll}i
.. dibidang ketentraman ketertlban umum dan peneg;ak:_ RN
Sk peraturan daerah : ERan S

. '-pclaksanaan pengkoordlnasmn keglatan dlbldqillg
.~ ketentraman ketertlban umum dan penegak peraturanbv co
:;_,g;‘daerah dan , S : S e

é_‘.' : '.pelaksanaan tugas-tugas lam yang dlbemkan oleh
: Kepala ‘ |

(3) Bldang Ketentraman Ketertlban Umum dan Peneg&,ak
Peraturan Daerah terd1r1 darl ' R I TR |

: ‘a. Seks1 Operasmnal e
" b. Seksi Penegakan; dan , i
FE SekSl Ker]asama D s

- Pasal 18

(1) Sek81 Operaswnal mempunya1 tugas menylapkan bahani I
perumusan kebijakan, pedoman dan pembinaan teknis dan|
- layanan yang berhubungan Operasmnal sesuai dengan' -
ketentuan yang berlaku. ' |




(2) Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. melaksanakan patroh trantlbum, - v

b mclaksanakan o pemblnaan/ penertlban/ raz1a terhadap
keglatan/ akt1v1tas -individu/ badan yang bertentangan
dengan aturan yang berlaku sepert1 (% LT INCT REROURELIRLE | B

; '_ ; 1) penertxban rumah har dan human har, 7
2) pencrtlban izin mendlrlkan bangunan, P
- 3) razia prostitusi; Sl
i 4) penertlban pedagang kalg hma, .
- 5) penertiban kenakalan, remaja; ..
. 6) penertlban reklame, baleho dan spanduk
- 7) razia minuman berakohol : L '
o ‘8) penertlban jam operasmnal warnet game onlme, St e
_ ‘dan karaoke keluarga, e R : ’
2 ]_ 10 razia disiplin pegawai; e
©11) razia rumah kos; .o
12) dan 1a1n sebagamya

'c:l'f:_”‘melaksanakan penertlban terhadap pemanfaatan ruang i
SRt umum/ pubhk yang tldak sesuai dengan peruntukannya { S £

,;d."membenkan ‘saran dan pertlmbangan kepada Kepala‘ N B
‘Bldang Ketentraman Ketertiban' - Umum dan Penegak =

" Peraturan Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan | :
. yang perlu’ diambil baik - secara tertulis ‘maupun 11san 3 e
e sebaga1 alternatlf plllhan dalam pengambllan keputusan, L

: >_ , é;"'melaksanakan tugas tugas laJn yang dlbenkan oleh Kep'ala '

Pasal 19

R (1) Sek81 Penegakan mempunyal tugas menylapkan bahan
Fn perumusan kebgakan, pedoman dan pembmaan teknls dan*_'_f.lf} e
~ . layanan yang berhubungan : penegakan sesua1 dengan SR

S ketentuanyang berlaku AT Ry s

(2) UraJan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

'a," "melakukan tlndakan prefentlf ‘non yust1s1 terhajjd’ap‘"‘"
zgpelanggar perundang—undangan daerah GO e

‘.Eblri_'.»“"‘melakukan o tmdakan yustlSl = terhadap | pelanggar
R vperundang—undangan daerah i BRTEE
‘c. melakukan  penyidikan »:‘ﬁ“t‘é}ﬁadala\ " pelanggar
s pel'llndang-undangan daerah Sk L o




'_ d

( 1) Sek81 Kexjasama ‘ mempunyal tugas ‘me'nyi‘apk’an bahan

o ‘i layanan ‘yang - berhubungan kexjasama , sesual dengan g e
= 'ketentuan yang berlaku ’ P S . S

@

: a.

‘e

-16 -

mengelola sekretarlat Peny1d1k Pegawal Negen Sipil . o

(PPNS), B

i

memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala*

Bldang Ketentraman Ketertiban Umum dan Penegak i
. Peraturan Daerah tentang langkah -langkah atau tmdakan? B
. yang. perlu diambil baJk 'secara_ tertulis maupun hsan PR
“sebagai - alternatif plhhan v dalam pengarnbllan‘ SESAn R

keputusan, dan RS

melaksanakan tugas-tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala :
‘ Bldang , i

Pasal 20

perumusan kebijakan, pedoman dan- pemblnaan teknis dani

Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebagm bemkut ' ' {

BIDANGq PERLINDUNGAN MASYARAKAT

, 'Bldang S

i
|

~me1akukan komun1kas1 dan koordmaSI dengan 1nstahsi, ek e S S
_ vertikal dalam  rangka penegakan Perundang-undang'an T
"-daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan keteruban oA

‘menglnventansm dan . menelaah produk hukuih e
-~ dilingkungan - Pemerintah Kabupaten Bengkalis - yang e
- memuat sanksi tindak pldana rlngan, sanks1 ‘denda dan -

,,j'sank31 adrmmstratlf i Gl oo

melakukan komunlkasy koordmam 1 dan B s1nkron1sa31 SR

‘dengan SKPD dalam - rangka pendalaman pemahaman

~terhadap - produk Perundang—undangan : daerah yang P
'f;'men_]adl bldang tugas masmg—masmg SKPD BT N

"membenkan ‘saran’ dan pertlmbangan kepada Kepala
- Bidang ‘Ketentraman Ketert1ban ‘Umum dan © Penegak
_ Peraturan Daerah ‘tentang langkah langkah atau tlndakan SRS
_yang . perlu dlambll ‘baik  secara tertulis maupun ST
“lisan sebagai altematlf plhhan _ dalam pengambllan -

N keputusan, dan - &

'melaksanakan tugas-tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Kepala

Baglan Keenam e




(1) Bldang Perhndungan ' Masyarakat ‘ mempunya1 tugas‘ S

Pasal 2 1

~memimpin, merencanakan, penyusunan ‘melaksanakan

‘mengkoordlnlr, mengevaluas1 dan mengendahkan tugas tugas‘
_dlbldang perhndungan masyarakat : , : .

(2) Bldang Perhndungan Masyarakat dalam melaksanakan tug; as

sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan'
fungs1 : e o 1

o a.

: 1;:"8.:.’

(3) Bxdang Perhndungan Masyarakat terdlrl dan

(1) Sek81 Data dan Informas1 mempunya1 tugas menylapkan ba]han"
perumusan kebl_]akan, pedoman dan pemblnaan teknis !dan'; R
layanan yang berhubungan Data dan Informa31 sesua1 dengan L
ketentuanyangberlaku SRR S P

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal bcnkut

a

: dlbldang perhndungan masyarakat

. pelaksanaan momtormg, cvaluam dan pelaporan dlbldah‘g :
k perhndungan masyarakat ‘ -

f'pelaksanaan pengkoordmaSIan keglatan ’dibidang
perhndungan masyarakat dan . e

-pelaksanaan tugas tugas 1a1n yang dlberxkan oleh Kepalai- ¢

na Sek81 Data dan Informa31 o
o & . b. Seksi Bina: Potensi Masyarakat dan
e Sek31 Mob111sa31 LINMAS :

. menyelenggarakan adm1n1strasx keanggotaan LINMAS
. menyelenggarakan forum komun1kas1 anggota LINMAS

. ',mengelola sekrctarlat LINMAS Kabupaten Bengkahs

: penyusunan - ‘rencana i 4da"n ‘prci)»gram‘ ’dibidan'g:
f:Perlmdungan masyarakat : B B A T | EIRCHNRRE R T

pelaksanaan perumusan kebuakan dan pemblnaan teknis' :

Pasal 22

melaksanakan pendataan anggota Llnmas pada tlngkatf-f S
(Desa/Kelurahan dan Kecamatan S R

. ‘meny1apkan data base dan updatmg data LINMAS
'Kabupaten Bengkahs,_ . ; b




o f membenkan saran da_n pertlmbangan kepada Kepala Bldang _
‘T.Perhndungan Masyarakat ‘tentang langkah -langkah atau ‘
. tindakan yang perlu d1amb11 baik secara tertulis maupun -
SRR »;._hsan sebaga1 altematlf plhhan dalam pengambllan‘.
R kcputusan B e : ; o

s 'melaksanakan tugas tugas laln yang dlberlkan oleh Ke;ﬁala L
“Bldang o

Pasal 23

P, (1) Seks1 Bma Poten31 Masyarakat mempunya1 tugas menylapkan

PO bahan perumusan kebijakan, pedoman dan pembinaan tekms

dan layanan yang berhubungan bma poten81 masyarakat sesua; o
dengan ketentuan yang berlaku L . B

G -  (2) "UraJan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. ;‘f melaksanakan pendldlkan dan pelatlhan berkaltan dengan
pcnanggulangan bencana, S S R B

b Imelaksanakan 5051a11sa51 dan : ﬁenggallan : pOtens1 i
- 'fv'masyarakat ‘agar “turut serta dan berperan aktlf menjaga‘:..t_. Lo
'tketentraman dan ketertlban urnum ’ v OEETTR M

| '_l"‘c'.'vf”melaksanakan soswhsam tlga pllar kebangsaan dan '
i kesadaran Bela Negara, f oL

o ‘d.f menyelenggarakan pembudayaan . Gotong Royong dan
' ‘Slskamlmg,, SRR . A

SR é.’_mendorong terwu_]udnya kerukunan sos1al antar kelornpo‘k'
! masyarakat; . S : |

1 "imemanfaatkan : budaya lokal dan ' keanfan lokal dalam
pemblnaan pOtenSI masyarakat . R

B _fg.w"memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala Bldang L

.. Perlindungan Masyarakat tentang Iangkah langkah atau PRt

e tmdakan yang perlu diambil baik ‘secara tertulis maupun o

i llsan sebaga1 altematlf plhhan »‘"dalam s pengambllan Ny
keputusan, dan ‘ : - ' IR e |

'{hljimelaksanakan tugas—tugas laln yang dlberlkan oleh Kapala .
‘_Bldang TR

Pasal 24

Sy Sek51 Mobihsam Llnmas mempunya1 tugas menylapkan bahan -
’perumiisan kebl_)akan, pedoman dan | pemblnaan teknlsl dan -
e layanan ‘yang berhubungan: mob1hsas1 hnmas masya’rakat BGRE

o sesua1 dengan ketentuan yang berlaku ST S




(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat ( 1) sebagal berlkut

a

o Mhsan sebagai altematlf p111han : dalam pengambllan =
”keputusan, dan S ' el S |

f melaksanakan tugas tugas lam yang dlbenkan oleh Keﬁala{ : A
"‘jjBldang ‘ A R e e i

e

e

| 2‘(‘?}) .

"}19;_

mendorong peran serta  Linmas dalam ' membanﬁi o
penanggulangan bencana dhngkungan sekltar

mendorong peran serta meas pada keglatan soéial R
" kemasyarakatan dan e pemenntahan , dltlngkat N
desa/ kelurahan, o ' | R

mendorong peran serta Linmas- pada Pllkades Pllkada
glslat\f maupun lepres, L : :

,7‘>mendorong peran serta Llnmas dalam penyelenggaraém R
~ ketentraman dan j ketertlban umum pada ' tmgkat
A ,desa/ kelurahan, . - : o _ L

i
!
|
|

e BABV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

o Pasal 25

‘Pembentukan UPT dltetapkan dengan Peraturan Bupatl P
~ dengan berpedoman kepada peraturan ’ perundalng—’_“f';_ g
.",undangan yang berlaku B i R S :

' : BAB VI :
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

"'i ‘

membenkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala Bldang' T b
. Perhndungan Masyarakat tentang - langkah -langkah atau R
tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun‘ ‘

(Pada Satuan dapat dlbentuk Un1t Pelaksana Tekms (UP’T’)ZC i
= berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.. o Ap e

UP’I‘ adalah Unit Pelaksana Teknls untuk melaksanak" e

S kegiatan tekms operaswnal dan atau keglatan teknis
: u}",,:penunjang g R TR

UPT - dlplmplnu oleh seorangb Kepala "UPT yang berlalldéi’_lsg

- f"dlbawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan = [
,‘secara operas1onal berkoordmam dengan Camat A




i _' d Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksx pada Satuan Poli s

' Pasal 26

. (1) Kelompok Jabatan Fungsmnal terdm dan sejumlah tenaga T

dalam jenjang Jabatan F‘ungsmnal sesua1 dengan bldang
. keahllannya ' 2 L

- (2) A' Kelompok Jabatan Fungsmnal dlplmpm oleh seorang

tenaga fungsmnal senior yang Aberada dlbawah dan : _‘ S

bertanggunglawab kepada Kepala

-8 ‘Jumlah Jabatan Fungsmnal dltentukan berdasarkan sﬁ”af, B
]ems dan beban kerja ‘ : S T SRR S

4 :Pembmaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesi:tai;

- dengan peraturan perundang-undangan yang ber]aku R

o ESELONERING_‘J Be sy

Jabatan Eselonerlng Satuan Pohsl Pamong Pra)a terdlrl dari:‘ SR

a Kepala adalah Jabatan eselon 1/ b‘ A

b Sekretans adalah _]abatan eseloﬁ III /a;

S ic Kepala Bldang pada Satuan POllSl Pamong Praja adalahw
i ]abatan eselon III/b dan e SHCHE e

Pamong Pra_]a adalah _]abatan eselon IV/a\f* S e

BAB VIII
TATA KERJ A

Pasal 28

' (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretarls Kepala"
Bldang, Kepala Sub ' Bagian, . Kepala ' Seksi, Kelompok -

- Jabatan Fungsmnal dan Kepala UPT wa_]lb melaksanakan e
prinsip  koordinasi, 1ntegra31 dan smkromsam secara
vertlkal dan honzontal e o ’i R

:_.,,(2) Setlap leplnan Satuan Orgamsasx dlhngkungan Satuan, ‘; e =%

bertanggung]awab memimpin ~dan mengkoordmamkan

. ‘bawahan masing-masing dan memberikan ‘bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya LN ;

e (3) Setlap leplnan ‘Satuan Organlsa51 dlllngkungan Satuan, Sl
- wajib mematuhi petun_)uk—petun_)uk dan bertanggung]awab e

- kepada atasan masmg-masmg serta menyampalkan lapo'ran =
tepat pada waktunya L : v o =
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& BAB X :
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 29

(1) Kepala dlangkat dan dlberhentlkan oleh Bupatl dari
~ Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. R

(2) Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub Baglan, Kepala v
- Seksi, Kepala UPT dan Jabatan Fungsmnal diangkat ldan '

- diberhentikan oleh Bupati . sesuai dengan peraturan o

perundang—undangan yang berlaku.

!
i

- (3) Pengangkatan 3 Kepala Sekretans, ' Kepala Bldang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Jabatan e

- Fungsional, pcrlu : dlperhatlkan persyaratan umum

kepangkatan serta - kecakapan - - dan kemampuan S

tekms yang dlperlukan untuk kelancaran tugas

BAB’X“ S
PEMBIAYAAN

Pasal 30

'Sumber—sumber Pemblayaan , Satuan dlbebankan kepada
iAnggaran Pendapatan ‘dan ‘Belanja® Daerah,  subsidi atau

bantuan Pemerintah Pusat’ dan bantuan dari Iembaga]imn

z.yang ‘sah " di luar’ Pemenntah' Daerah dengan persetujuan{ S
g _Bupatl scsual dengan peraturan perundang—undangan yang A

"f,berlaku

| "BABXI .
KETENTUAN PERALIHAN »
Pasal 31 Sy

L Pada saat Peraturan Bupat1 ini lf'dmyatakan berlaku Pe_]abat”:f"'<

b yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsmya sampa1'r- -

> dﬂantlkkannya pejabat yang baru

" A Pasal 32

- Dengan berlakunya Peraturan Bupat1 ini, = maka Ségala' '
e ketentuan =~ yang ~ mengatur “hal ‘yang  sama dan fatau .
bertentangan dengan Peraturan ini dlnyatakan tldak berlaku
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis

pada tanggal 30 November 2016
BUPATI BENGKALIS, R
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2016

Plt. SE ARIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS
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BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 59
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